
BUPATI KONAWE 
PROVINS! SULAWESI TENOGARA 

PERATURAN BUPATI KONAWE 
NOMOR 27TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KONAWE, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 
investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang 
cepat, efisien dan terpadu; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 12 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
daerah, dalarn penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pemerintah daerah wajib menyusun 
menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan dan 
standar operasional prosedur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan 
dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 



Menetapkan 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 724) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 61 78); 

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221) ;  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 

Tahun 2017 Nomor 174) sebagai.mana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe 
Tahun 2021 Nomor 257) ; 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 649); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 

MEMUTUSUKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Konawe. 
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Konawe. 

7. Pelayanan Terpadu Satu Pin tu yang selanjutnya disingkat 
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu 
kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai 
dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu 
pintu. 

8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah 
kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya 
secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai 
dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu. 

9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 
dan/ atau kegiatannya. 

10. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 
( Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem 
OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan 
diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 

1 1 .  Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan 
mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi 
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan 
yang telah ditetapkan. 
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12.  Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat 
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan 
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan, melalui tahapan tertentu 
untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Dinas PM 

dan PTSP. 
13.  Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib 
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan 
kegiatan usahanya. 

14. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
lingkungan. 

15 .  Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pengaduan adalah pengaduan masyarakat yang merupakan 
bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang 
disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun 
tertulis kepada Aparatur Pemerintahan, berupa sumbangan 
pikiran, saran, gagasan atau keluhan. 

Pasal 2 
Maksud penyusunan SOP ini adalah sebagai pedoman bagi 
pegawai/ aparatur yang berkepentingan dalam menunjang 
aktivitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara 
perizinan. 

Pasal 3 

Tujuan SOP ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas 
pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih mudah, 
cepat, sederhana, efektif, dan efisien, serta memberikan 
kepastian dalam proses pelayanan. 

BAB II 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

Pasal 4 
Penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan kewenangan 
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe. 
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Pasal 5 
Jenis, isi dan uraian standar pelayanan perizinan dan 
nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe ini. 

BAB III 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

Pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Konawe. 

Ditetapkan di Unaaha 
pada tanggal, I2 Ju4 207- 

BUPA KONAWE, 
- 

KERY SAIF KONGGOASA 

FE 

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR.(92-7 

Diundangkan di Unaaha 
pada tanggal, [-JukM 023 

SEKRETARI 
KABUPATE KO WE, 


